BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan

ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, maka perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Rencana  Pembangunan Industri Kabupaten
Tulungagung Tahun 2022 - 2042;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5492);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun
2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5671);

. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang

Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5806);

. Peraturan  Menteri  Perindustrian = Nomor 110/M-

IND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1917);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 133);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 91);
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008
Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2023 (Lembaran
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Menetapkan
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Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri
E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11
Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022-2042.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

don
2.

Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Tulungagung.

Bupati adalah Bupati Tulungagung.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber
daya industri sehingga menghasilkan barang yang
mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,
termasuk jasa industri.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang
selanjutnya disingkat RPIK adalah Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten Tulungagung Tahun 2022-2042
yvang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
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Tulungagung.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat ¥ RPJMD  adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tulungagung.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Tulungagung.

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan
kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola
oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan
yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan
rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Industri Unggulan Daerah adalah suatu barang atau jasa
yang dimiliki dan dikuasai oleh Daerah, yang mempunyai
nilai ekonomis dan daya saing tinggi seta menyerap
tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diprpduksi
berdasekan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku
dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan
(penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya
manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial
budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.
Industri Unggulan Kabupaten adalah Industri yang
ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di
Daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai
pedoman bagi Pemerintah Daerah, pelaku industri dan

masyarakat dalam pembangunan industri di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.

b.

mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di
Daerah;

menentukansasaran,  strategi dan rencana aksi
pembangunan industri unggulan Daerah;
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meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
pembangunan di daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini
adalah :

da.

0 a0 g

Industri Unggulan Daerah;
Pelaksanaan;

Pembinaan dan pengawasan;

. Pembiayaan;

Sistematika Lampiran.

BAB III
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

Industri unggulan Daerah sebagai dasar pengembangan

industri terdiri dari :

®m e a0 T

(1)

(2)

Indutri Makanan dan Minuman;

Industri Pengolahan Tembakau;

Industri Tekstil dan Alas kaki;

Industri Kertas dan barang dari kertas, percetakan;
Industri barang modal, komponen dan bahan penolong;
Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
Industri pengolahan daging, ikan, buah, sayuran dan
susu;

Industri pengolahan kayu;

Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia;
Industri karet, bareng dari karet dan plastik;

Industri barang galian bukan logam;

Industri logam dasar.

Pasal 6

Industri unggulan Daerah dikembangkan dengan
pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi
sumber daya di Daerah.

Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan
Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas
Daerah.



BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 7

(1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun.

(2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau
kembali setiap 5 (lima) tahun.

BABV
PELAKSANAAN
Pasal 8
(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan program pembangunan industri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program
pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.

(3) Penyelenggaraan kerjasama dengan pemangku
kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 9

(1) Pengembangan industri Daerah harus memberikan
manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

(2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia
untuk masyarakat setempat dalam upaya memberikan
akses dan kesempatan kerja pada industri di Daerah
sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha mikro
dan kecil dengan industri yang berskala besar di Daerah
sesuai kewenangan vyang ada berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK.
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(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah
tentang RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur
dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan  RPIK  Tahun 2022-2042
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
SISTEMATIKA LAMPIRAN

Pasal 12
(1) RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I : Pendahuluan;
b. BABII : Gambaran Kondisi Daerah  Terkait

Pembangunan Industri;

c. BABIII : Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta
Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Industri Daerah;

d. BABIV : Strategi dan Program Pembangunan
Industri Kabupaten Tulungagung;

e. BABV : Penutup.

(2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
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Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Maret 2022
BUPATI TULUNGAGUNG, W)‘
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4 MARYOTO BIROWO

Diundangkan di

pada tanggal 31
SEKRETARIS DAKRAH,

Drs. SUKAJI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 1 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 33-1/2022



